BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sudah tidak sesuai, maka perlu
dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan  Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan.
Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kebupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi = Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




: ;Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang"k:i’
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

' Indonesia.  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
; ‘:_Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4438),

i jUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran - "Negara Republik
Indonesia = Tahun 2014 ~Nomor 244, Tambahan

‘Lembaran : Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) -
'sebagalmana telah ~ diubah dengan Undang-Undang

. 10.

-Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
: Undang-Undang Nomor - 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan - Daerah(Lembaran = Negara Republik -

. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran =~
Negara Republlk Indones1a Nomor 5679);

‘Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang‘;

Sistem’ Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

-~ Lembaran Negara Republik . Inddnesia Nomor 4576),
;.1,_~sebaga1mana telah ~ diubah .dengan . Peraturan

" Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

fijtas Peraturan . Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

© _tentang Slstem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia  Tahun 2010 Nomor 110,

. Tambahan - Lembaran Negara Repubhk Indonesia
-Nomor 5155), _ :

Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang.
Standar Akuntansi Pemermtahan (Lembaran Negara -
~ Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
- Lembaran Negara Repubhk Indones1a ‘Nomor 5165);

. lf ‘Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 64 Tahun 2013
- ‘tentang Penerapan Standar - Akuntansi Pemerlntahan '
' Berba81s Akrual Pada Pemerlntah Daerah '

: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03
~Tahun ° 2009 tentang ‘Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan "Daerah - (Lembaran .Daerah Kabupaten o
- Bengkahs Tahun 2009 Nomor 03), ¥

Dengan Persetujuan Bersama Sk

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menétapkan Bt

a ‘dan_;:,
: BUPATI BENGKALIS

b MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ' PERUBAHAN ATAS
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 03
~TAHUN 2009 TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN
' KEUANGAN DAERAH



Pasal [

| ‘Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

.~ Bengkalis Nomor 03 Tahun* 2009 - tentang Pokok- Pokok, S

~Pengelolaan Keuangan Daerah dlubah sebagal berlkut

1 Ketentuan Pasal 1 d1ubah sehmgga Pasal 1 berbunyl‘ :

: sebaga1 berlkut
Paéal 1 |

| _Dalam Peraturan Daerah ini, yang dlmaksud dengan

| S T Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkahs

2. Pernermtah ‘Daerah ‘adalah Bupat1 Bengkahs darii

perangkat daerahnya sebaga1 unsur penyelengara e

'pemerlntahan daerah

: 3 Pemerintahan = Daerah 'édélah' peh}ielenggaraah -

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Ka‘bupatenf"

= l ','Bengkahs dan DPRD Kabupaten Bengkahs

- 4 ~ Dewan’ Perwakﬂan Rakyat Daerah yang selanjutnya~ e o

‘disebut DPRD. adalah Dewan Perwakllan Rakyat

SR Daerah Kabupaten Bengkahs
[ 5. _ Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

: 6 fTSekretarls ‘Daerah adalah Sekretarls : }Daeriah, . 3

Kabupaten Bengkahs

7., Perangkat Daerah adalah’ orgamsam / lembaga pada
. Pemerintah Daerah: yang bertangung jawab kepada =

Bupatl ‘dalam rangka - peyelenggara Pemerintahan =~

£ yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah-‘fa .
~dan Lembaga Tekms Daerah dan Satuan Polisi- -

‘ Pamong PraJa

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa_]lban o

_daerah dalam’ rangka penyelenggara Pemerintahan

- Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk -
‘didalamnya  segala  bentuk = kekayaan yang kqi '

: | berhubungan dengan hak dan kewaﬂban Daerah

RN Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
. kegiatan yang" mehputl perencanaan pelaksanaan

B penatausahaan, pelaporan, pertanggung]awaban'

~dan’ pengawasan keuangan daerah

5 10. Anggaran Pendapatan ,dan ; Belanjvaf ,'Daerah,

- selanjutnya disingkat- - APBD . ~adalah" rencana -
keuangan tahunan Pemerlntahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama - oleh Pemerintah
- Daerah dan DPRD ‘dan dltetapkan dengan Peraturan

Daerah



. adalah- Bupat1 yang karena Jabatannya mempunyai .
o kewenangan o menyelenggarakan - keseluruhan -
:pengelolaan keuangan Daerah : o

12,

4

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah .

‘fPe_]abat i Pengelola ‘ Keuangan’ ‘Daerah yang
- _selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan

 Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan - pengelolaan APBD dan

S ‘?bertmdak sebaga1 Bendahara Umum Daerah

14,
R »melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
15.

‘Bendahara ~Umum Daerah yang ‘ selan_]utnya .
- disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam '
= kapa31tas sebagai bendahara umum daerah o

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

Satuan. Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

- disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
. Pemerintah Daerah selaku pengguna ‘
S _;fyanggaran/ barang Ui : :

‘16.

‘Unit kerja adalah baglan SKPD yang melaksanakan

o satu atau beberapa program

Tim Anggaran Pemerlntah Daerah yang selanjutnya '

- disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan.
keputusan = Kepala Daerah ‘dan. -dipimpin oleh -
~sekretaris’.  daerah - yang- mempunyal - tugas

rnenylapkan serta melaksanakan kebijakan 'kepala

g daerah dalam ‘rangka ‘penyusunan APBD . yang
o ’anggotanya terdiri - dari pejabat 'perencana daerah
~"PPKD dan pejabat lain. sesua kebutuhan L

18!
: kewenangan - penggunaan anggaran - untuk
- melaksanakan tugas pokok dan fung81 SKPD yang

19,

o1,

Pengguna Anggaran adalah peJabat pemegang. |

d1p1mp1nnya

‘Kuasa. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
- diberi kuasa ~untuk - melaksanakan sebaglan'
*‘jfkewenangan | pengguna . anggaran ~dalam -
L 'melaksanakan sebaglan tugas dan fungsi SKPD.
- 20. .Pengguna ‘Barang adalah - pejabat pemegang
o kewenangan penggunaan barang milik Daerah

PeJabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya dlslngkat PPK-SKPD adalah ‘pejabat’

yang melaksanakan- fung31 tata usaha keuangan

k' kpada SKPD.

S22 '\Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan yang selanjutny a

o disingkat PPTK adalah peJabat pada Unit Kerja SKPD

yang melaksanakannya satu atau beberapa kegiatan

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya..




23

.‘5

_Kas Umum Daerah adalah tempat penylmpanan
‘uang Daerah yang dltentukan ‘oleh Bupati untuk

‘i;'menampung ‘seluruh - penerimaan  Daerah dan :

24.

membayar seluruh pengeluaran Daerah.

‘-‘Rekemng Kas Umum Daerah adalah rekenlng tempat -
' penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh -
: 'Bupatl untuk - menampung seluruh penerimaan

" Daerah dan membayar: seluruh pengeluaran Daerah

o ,pada Bank yang dltetapkan :
25, iBendahara Penerlmaan adalah pejabat fungs10nal:fl
fyang ditunjuk untuk menerima dan menyimpan,

- menyetorkan, - menatausahakan dan

: mempertanggjawabkan - uang Pendapatan Daerah

| - dalam rangka pelaksanaan‘ APBD pada SKPD.

26

"Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsmnal

. yang = ditunjuk - menerima, - menyimpan,
S membayarkan, : menatausahakan . dan
»,rnempertanggung]awabkan ‘uang untuk keperluan- '

" Belanja Daerahl dalam rangka pelaksanaan APBD_

| ¥ “pada SKPD.

L 27. P
S ;Daerah
28

29,

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas Daerah. T '

iPendapatan Daerah adalah hak pemermtah daerah -
-~ yang - dlakU.l ‘sebagai Hp_enambah_ nilai  kekayaan.

o ber31h

30,

‘Belanja Daerah “adalah 'krelwajiban‘, - Pemerintah
“Daerah yang d1aku1 - sebagai- pengurang nilai

- kekayaan bersih.

' 31.

: 32

Surplus Anggaran Daerah adalah sehslh leb1h antara :

‘pendapatan daerah dan belanJa daerah

p Deﬁ31t Anggaran ‘Daerah. adalah - selisih kurang. :
o _‘antara pendapatan daerah dan belanja Daerah :
. _perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang

Pemblayaan Daerah adalah semua penenmaan yang -

- akan ‘diterima kembah ‘baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

- anggaran berikutnya. , v ,
34.‘,_‘Slsa Lebih Perhltungan Anggaran yang selan]utnya
o __dlslngkat SiLPA: adalah - selisih = lebih'  realisasi .
‘penerimaan dan pengeluaran anggaran selarna satu’

T periode anggaran.
35,

ijaman ‘Daerah adalah semua transaks1 yang
mengaklbatkan daerah’ menerlma sejumlah ' uang
atau - menerima manfaat yang bernilai uang dari

'-plhak lain sehmgga daerah dlbebam kewajlban

. _untuk membayar kernbah




- 36

6

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah |

- pendekatan . penganggaran berdasarkan  kebijakan,
- dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan -
' tersebut dilakukan dalam perspektlf lebih ‘dari satu
.. tahun = anggaramn, ~dengan - mempet1mbangkan7
, '1_’1mpl1ka31 blaya aklbat keputusan yang bersangkutan
- pada tahun - berlkutnya yang dltuangkan dalam »

S praklraan maju. . o :

a7

Praklraan MaJu (forward ' estlmate) “adalah
perhltungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

’»berlkutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan - kesmambungan program dan kegiatan
. yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan'

- B anggaran tahun berlkutnya

38. KlnerJa adalah keluaran / hasﬂ darl keglatan /-
] program. yang. akan atau telah d1capa1 sehubungan o
-~ dengan penggunaan anggaran dengan kuantltas dan

L kualitas yang terukur..

39‘: :

P_enganggaran Tcrpadu (uniﬁed bu_dgeting) a‘dalah

" penyusunan  rencana  -keuangan tahunan - yang

dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis

belanja: guna melaksanakan keglatan ‘pemerintah

. yang dldasarkan pada pr1ns1p pencapalan eﬁ31en31

- alokasi’ dana

Fungs1 adalah perwujudan tugas kepemermtahan:_’ L
: _‘_‘d1b1dang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka“A e

5t f"i"mencapal tujuan pembangunan nasional.

o _ »'742.,

41. ~kProgram adalah penJabaran kebljakan SKPD dalam |
- bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan -
\dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasﬂ yang terukur sesual dengan
misi SKPD. . -~ .

Keglatan adalah baglan dari program yahg \
dilaksanakan oleh satu atau ‘lebih unit kerja pada -
SKPD sebagal baglan - dari pencapa1an sasaran

. terukur. pada  suatu program dan " terdiri dari

o sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik

‘,V":‘.yang berupa personal (sumber daya manu31a),f‘*;f S
~ - barang modal " termasuk peralatan ‘dan teknologi, ..

o dana, atau komblna31 dari beberapa atau kesemua

- jenis sumber daya tersebut sebagai - ‘masukan (input)

untuk menghasﬂkan keluaran (ou_tput) dalam’

43,

A bentuk barang: / jasa.

~Sasaran (target) adalah hasﬂ yang dlharapkan dar1 :
. ‘suatu program atau keluaran yang dlharapkan dan
g suatu keglatan , y _— :




44,

7

Keluaran (output) adalah barang atau. jasa yang

- dihasilkan oleh keglatan yang dllaksanakan untuk -

f’-’mendukung pencapalan - sasaran. dan “tyjuan

Rt _~“program dan kebljakan

- .mencerminkan berfungsmya keluaran dar1 keglatan- o

Hasil- (outcome) adalah segala sesuati,l yang

:keglatan dalam satu program.

46,

jRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- yang selanjutnya’ disebut RPJMD adalah dokumen SN
e ,:"_perencanaan untuk’ perlode 5 (hrna) tahun o :
 47. Rencana  Pembangunan - Tahunan Daerah' 7

- selanjutnya ' disebut Rencana Kerja Pemerlntah ‘

Daerah  (RKPD) adalah dokumen perencanaan

S 'Daerah untuk perlode 1 (satu) tahun.
48,

Rencana KerJa dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

BN :dlslngkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
. dan penganggaran yang ber131 program dan kegiatan
S SKPD - serta anggaran yang dlperlukan untuk

L melaksanakannya e g

| 1_,'49.”

~,Keb1Jakan Umum APBD yang selanjutnya dlslngkat N
- KUA adalah dokumen ‘yang membuat ' kebijakan

- bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarlnya untuk ‘periode 1 (satu)

i ~tahun

':Prlorltas dan Plafon Anggaran Sementara yang

o selanjutnya ‘disingkat PPAS merupakan program
- _prlorltas dan patokan: ‘batas maksimal anggaran

‘yang diberikan kepada SKPD untuk ‘setiap program
,sebagal acuan dalam- penyusunan RKA- SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ' SKPD yang

‘selanjutnya  disingkat =~ DPA-SKPD . . merupakan
:dokumen yang memuat pendapatan dan belanja -

i ~setiap SKPD yang . digunakan' sebagal dasar

pelaksanaan oleh pengguna anggaran

:Surat Penyedlaan Dana yang selanjutnya dlslngkati
- SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya

- dana untuk melaksanakan keglatan sebagai dasar

_ menerbltkan SPP.

' 53. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya

N .dlslngkat SPP adalah dokumen ‘yang diterbitkan oleh

“pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan

kegiatan / ~ bendahara - pengeluaran untuk- ‘

L :;mengajukan permmtaan pernbayaran

B4
.. SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya d1s1ngkat

oleh - ‘pengguna ~anggaran / kuasa . pengguna

‘anggaran untuk" penerbltan‘ SP2D atas beban

rpengeluaran DPA SPKPD




'“~, ;};’xselanJutnya dlsmgkat ~SPM-LS adalah dokumen o e
e yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa
. -pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D -atas -

Surat  Perintah 'Membayar 'bLangs'ung yang

O “beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketlga

56,

~Uang Persedlaan adalah sejumlah uang tunai yang -

-+ _disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan -

-kegiatan: operas1onal sehari- har1

”~-'{S7_.‘>"Surat Perintah Membayar Uang Persedlaan yang

“selanjutnya dlslngkat SPM-UP adalah dokumen yang

~diterbitkan oleh pengguna anggaran [/ kuasa
- pengguna anggaran untuk penerbltan ‘SP2D atas

beban pengeluaran. DPA-SKPD yang dipergunakan

‘sebagai uang persediaan untuk mendana1 keglatan

. operasmnal kantor sehari-hari.

58. ;Surat Perlntah Membayar Ganti Uang Persedlaan»

- yang selanjutnya . disingkat SPM-GU ' adalah

'“ '-fdokumen_"yang;diterbitkan oleh pengguna anggaran.

o ./ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
" atas beban - beban pengeluaran DPA-SKPD yang

dananya - dipergunakan: untuk menggantl uang_

59.

_persedlaan yang telah d1belanjakan

Surat Perlntah Membayar Tambahan Uang
- Persediaan yang selanjutnya - disingkat SPM-TU -
‘adalah dokumen ‘yang dlterbltkan oleh pengguna

‘H_'."j.~‘anggaran ] kuasa pengguna anggaran untuk
© - penerbitan SP2D atas beban - pengeluaran DPA-

o SKPD, karena kebutuhan dananya  melebihi dari
L Jumlah ‘batas pagu uang - persediaan yang telah .
dltetapkan sesual dengan ketentuan ‘

. 60.

Plutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib d1

“bayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak

. 'Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

. sebagai akibat  perjanjian atau: akibat lainnya
- - berdasarkan peraturan Perundang undangan atau
g aklbat ‘yang lainnya yang sah." S :

; Barang M111k Daerah adalah sernua barang yang di
- beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal‘

- dari perolehan lalnnya yang sah.

62,
' dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib

Sy Pemerlntah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
S berdasarkan peraturan - . Perundang- -undangan,

ol

perjanjian, atau berdasarkan sebab lalnnya yang.

-sah.

Dana Cadangah adalah dana yarig disisihkan untuk
1 . menampung kebutuhan ~yang memerlukan dana .«
- relatif besar yang tidak dapat dlpenuhl dalam satu

o _«tahun anggaran



64.

Slstem : Pengendallan Intern Keuangan Daerah
: rnerupakan suatu proses yang berkesinambungan v
~yang dilakukan oleh lembaga / badan / unit yang

mempunyai ~ tugas dan . fungsi  melakukan
n'pengendahan melalu1 audit dan evaluasi, untuk -

i -menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan .

keuangan 'daerah sesuai dengan rencana danv-

| Peraturan Perundang -undangan.

s
L “berharga, dan, barang yang nyata - dan pasti-

Keruglan Daerah adalah kekurangan uang, surat

‘jumlahnya sebaga1 akibat perbuatan melawan E
- hukum balk sengaja maupun lalai.

'Badan Layanan Umum  Daerah yang selan_]utnya
dlslngkat BLUD adalah SKPD / unit kerja pada

© SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah = yang

6T

-dibentuk - ‘untuk memberikan pelayanan kepada
: masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa

yang - dijual tanpa -mengutamakan ' mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
dldasarkan pada prinsip eﬁs1en31 dan produkt1v1tas

Investas1 adalah penggunaan “aset - untuk

memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, X
dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat =

; lainnya - sehingga dapat- rnenmgkatkan kemampuani
. Pemerintah dalam rangka pelayanan ~kepada -

" masyarakat

i .f{;_Ketentuan Pasal 124 ayat (3) dlubah seh1ngga Pasal 1 24 S
berbunyl sebaga1 berlkut '

 Pasal ‘124

Kepala  SKPD - selaku -r:penggnna »anggaran '-

S kmenyelenggarakan ~akuntansi .- atas  transaksi

- keuangan, aset, utang dan ekultas dana yang berada
L »dalam tanggungjawabnya.

(2)

Penyelenggaraan akuntan31 sebagalmana dimaksud =

pada - Jayat - (1) . merupakan

pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan
~.di lingkungan -SKPD dan menylapkan laporan

keuangan sehubungan ' dengan - pelaksanaan
. anggaran barang yang dikelolanya. i B

~Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud pada
‘faj.ayat ) terdiri dari: ‘ : L |

Laporan reahasa31 anggaran
b Neraca, o ‘

* Laporan Operasional;



10

ch ~d. Laporan perubahan -‘ek’uités" dan
e Catatan atas laporan keuangan

(4) ;‘Laporan keuangan sebagalmana d1maksud ayat (3) | E
. disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat- .

berakh1r L

kSV.f'iv‘Ketentuan Pasal 125 ayat (2) dlubah sehmgga Pasal 125 SR
S berbuny1 sebaga1 berikut:- : ;

| “Pasal 125 :

. (1) PPKD menyelenggarakan akuntan51 atas:
Ca. transaks1 keuangan :
| b aset L '
- c utang, dan .
d "ekultas dana termasuk transaksu pemblayaan
dan perh1tungannya e

o Jlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran

(2) PPKD “menyusun . laporan keuangan Pemermtah o .

. 'Daerah terdiri dari: |
Coa laporan realisasi anggaran .
b. . laporan perubahan saldo anggaran lebih;
T c. ‘neraca; _
oood. . laporan operasmnal
e rlaporan arus kas, 8 S
: f.‘ ; laporan perubahan eku1tas dan
, g | catatan atas laporan keuangan

; tf"laporan keuangan sebaga1mana dimaksud pada ayat
 (2) disusun dan dlsajlkan sesual dengan standar
"‘,akuntan51 pemerlntah S

-~ (4) laporan keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayatx
-~ (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja
... dan laporan ' keuangan Badan Usaha Milik

- ... Daerah/ Perusahaan Daerah. - ‘

\' ( 5) laporan keuangan sebagalmana dlmaksud pada s

o ayat (2) dlsusun berdasarkan ‘laporan keuangan .
_“SKPD R SRR
(6) laporan keuangan sebagalmana dimaksud  pada
o eoayat (2). _dlsampalkan kepada Bupati dalam rangka
i kme‘menuhiA»pertanggungjaWa’ban pelaksanaan APBD.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BENG

H. HERLIYAN SALEH
Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 3



